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NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender 
dalam perencanaan da n penganggaran daerah, perlu 
s tra tegi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan, da n evaluasi atas kebijakan 
program dan kegiatan; 

b . bahwa untuk melaksan akan m aksud pada huruf a 
konsideran m enimbang ini, maka perlu m enyusun Petunjuk 
Teknis Penyusunan Perencanaa n dan Penganggaran 
Respons if Gender (PPRG) yan g ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentan g 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaima n a telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2 . Unda n g-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tenta ng Pengesahan 
Konvensi Internasiona l ten tang Pengh a pusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 3886); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
d iubah beberapa k a li, terakhir den gan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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6 . Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penga rusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana tela h diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 201 1; 

7. Peraturan Daerah Kabupa ten Jombang Nomor 8 Tahun 
20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jorn bang (Lembaran Daerah 
Kabuapaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tamba h an 
Lembaran Daera h Kabuapaten Jorn bang Ta hu n 2016 
Nomor 8/D); 

8 . Peraturan Bupa ti Jorn bang Nomor 44 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Su sunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi 
serta Tata Kerj a Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Jombang (Berita Daerah 
Kabupaten Jombang Ta hun 20 16 Nomor 44/ D). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud den gan : 

1. Daerah adalah Kabupaten J ombang. 
2. Pemerintah Daerah adala h Pemerinta h Ka bupaten 

Jombang. 
3. Bupati adalah Bupati J omba ng. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jombang. 
5 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakila n Rakyat Daera h da lam penyelenggaraan 
Urusan Pem erintahan yang menjadi kewen angan Daerah. 

6 . Gender adalah konsep yang m en gacu pada peran dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi 
akibat dari dan da pat berubah oleh keadaan sosial dan 
budaya masyarakat; 

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki
laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan 
hak-h aknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartis ipasi da lam kegiatan politik, ekon omi, sosia l 
budaya, pertahanan dan keamanan, dan k esamaan dalam 
menikmati hasil pembanguna n; 

8. Responsif Gender ada la h suatu kebijakan, program, 
kegia ta n dan penga n ggara n yang memperh atikan 
perbedaan, kebutuhan, pen galaman dan aspiras i laki-laki 
dan perempuan; 
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9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat 
ARG adalah anggaran yang menga komodasikan keadilan 
bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, 
manfaat, partisipasi, pengambilan k eputusan, mengontrol 
sumber-sumber daya serta kesetaraan terha dap 
kesempatan dan peluang dalam menikmati h asil-hasil 
pembangunan. 

10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yan g 
selanjutnya disingkat PPRG a dala h merupakan 
serangkaian cara dan pendekatan un tuk 
mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses 
perencanaan dan pen gan ggaran. 

11. Perencanaan Responsif Gender adalah peren canaan 
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yan g 
dilakuka n m elalui pen gintegrasian pengalaman, aspirasi, 
kebutuha n , potensi, dan penyelesaian permasalahan 
p erempuan dan laki-laki. 

12. Gender Budget Statement yan g selanjutnya disingkat GBS 
adalah dokumen yang m enginformasikan suatu output 
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang 
ada, dan/ a tau suatu biaya telah dia lokasikan pada 
output kegiatan unluk menangam pe rmasalahan 
kesenjangan gender. 

13. Term Of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan / keterangan 
mengen ai kegiatan yang diusulka n untuk dianggarkan 
da n perkiraan biayanya. 

14. Data Terpilah m enurut jenis kelamin adalah data 
kuantitatif atau informasi kualitatif yan g d ikumpulkan 
dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, 
penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki 
dan anak perempuan. 

15. Rencana Kerja Pemerintah Daera h yang selanjutnya 
disingka t dengan RKPD adalah dokumen perencanaan 
Pemerinta h Daerah untuk periode satu tahun yan g 
merupakan penjaba ra n dari Renca na Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan m en gacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat 
kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksa n akan 
langsung oleh pemerintah maupun yan g ditempuh 
dengan m endorong partisipasi masyarakat. 

16. Pagu Indikatif merupa kan prakiraan pagu anggaran yan g 
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 
acuan dala m penyusunan rencana kerja SKPD. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD) adalah 
dokumen perencanaa n dan penga n ggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program, dan 
kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

18. Dokumen Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-OPD adalah dokumen pelaksanan 
anggaran Badan/ Dinas/Bagian selaku Benda h a r a Umum 
Daerah . 
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19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencan a keuangan 
tahuna n pemerintah daerah yang diba has dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
diteta pka n den gan peraturan daera h; 

2 0 . Kinerja a dalah kelua ran atau has il dari kegiatan atau 
program yang akan atau telah dicapa i sehubungan 
dengan penggunaan anggaran den gan kuantitas dan 
kualitas yang terukur; 

21. Indikator Kinerja adalah a lat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan atau kua litatif untuk masukan, proses, 
kelu aran, hasil, manfaat, da n atau dampak yang 
m en ggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
atau kegiatan. 

22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah / lembaga a tau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pem erintah untuk 
mencapai tujuan serta m emperoleh alokasi anggaran. 

23. Kegiatan a da lah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu a tau beberapa satua n kerja sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 
terdiri dari sekumpulan tinda kan pengerahan sumber 
daya baik yan g berupa personil, barang modal termasuk 
pera la tan teknologi, dana atau kombinasi da ri beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untu k m enghasilkan kelua ran (Output) 
dalam bentuk barang atau jasa. 

24. Keluaran (output) adalah ba rang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksa n akan untuk 
m endukung pencapaian sasara n dan tujuan program 
serta kebijakan. 

25. Hasil (outcome) adala h segala sesuatu yang 
mencerminka n berfungsinya keluaran dari kegiatan
kegiatan dalam satu program. 

26. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk 
m en gukur perubahan relasi gender dalam m asyarakat 
sepanjang waktu. 

27. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan 
kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan 
kondisi laki-laki dan perempua n setelah dilakuka n suatu 
interven si baik berupaprogra m / kegiatan. 

28. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara 
perempuan dan laki-laki terutama pada bagian -bagian 
organ reproduksi. 

29. Kesenja n gan Gender adalah su a tu kondisi dimana tidak 
ada kesetaraan relasi antara la ki-laki dan perempuan . 

30. Akses adala h peluang atau kesemp atan yang diberikan 
untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya 
a lam , politik, ekonomi, sosial, m aupun waktu. 

31. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan 
bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang 
memiliki ak ses terhada p sumber daya. 

32. Pa rtis ipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam 
proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan. 
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33. Pen erima m a nfaat adalah target/ sasaran dari 
program/kegiatan yan g m emperoleh manfaat. 

34. Pemantauan adalah suatu u paya mengawal dan 
m en genda lika n pelaksanaan kebijakan, program, dan 
kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini 
ditemukan deviasi, maka seger a dapat d iperbaiki agar 
tetap sejalan dan konsisten dengan peren canaan yan g 
telah ditetapka n untuk m en capai sasara n yang lebih 
efektif dan efisien . 

35. Penilaian a da la h siu atu kegia ta n dila kukan da la m rangka 
m enilai keberhasilan su atu kebijakan pr ogram dan 
kegiata n yang responsif gender dalam waktu tertentu. 
Evaluasi diarahka n untuk membandingkan antara yang 
selanjutnya dan realita yang dapat diliha t da ri indikator 
input, output, outcome, dan dampak. 

BAB II 

PRINSIP DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Prinsip PPRG adalah : 
a. PPRG bukanla h suatu proses yan g terpisah dari s istem 

peren canaa n dan pen ganggaran; 
b . merupaka n pelen gkap da lam menyusu n dokumen 

perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan 
anggaran di daerah; 

c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan 
penganggaran menggunakan analisis gender. 

Pasal 3 

Tujuan PPRG a dalah: 

a. m en ingkatkan kesadaran da n pemahaman para pengambil 
keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan 
pemba n gunan da n pentingnya upaya untuk m empercepat 
terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesua1 
dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; 

b. m em astikan bahwa alokasi anggaran pemba n gunan dan 
pen ggun aan belanja/ pengeluaran pemba n gunan akan 
m enjamin adanya manfaat yang a dil bagi kesejahteraan 
laki-laki dan perempua n , termasuk anak laki-laki dan 
perempuan; 

c. m eningkatkan efis iensi dan efektifitas penggunaan 
a n ggaran serta m emban gun transparansi anggaran dan 
akuntabilitas pem erintah daerah dalam m ewujudkan 
kesetaraan; 

d. m embantu mengura ngi kesenjangan gender dan 
mengh apuskan diskr iminasi terhadap perempuan dan 
atau laki-laki dalam pembangunan; 

e. m eningkatkan partisipasi m asyarakat , ba ik laki-laki dan 
perempua n dalam penyusunan perencanaan an ggara n, 
pelaksan aan , pem a n tauan dan evaluasi; 
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f. menjamin agar kebutuhan dan a spirasi laki-laki dan 
perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan 
jenis kelamin, u sia, ras, suku ba ngsa, dan lokasi) dapat 
diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran. 

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN SASARAN 

Pasal 4 

Ruang lingkup kebijakan PPRG adala h: 
a. peren canaan responsif gender m enggunakan pendekatan 

analisis gender untuk m engintegrasikan perbedaan kondisi 
dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; 

b. penganggaran respons if gender m erupakan sebuah 
ke rangka kerja analisis kebijakan anggaran m ela lui proses
proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional 
atau berkeadila n ; 

c . penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam 
struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada level 
program/ kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan 
sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan 
perspektif gender. 

Pasal 5 

Sasaran kebijakan PPRG adalah: 
a. Perangkat Daera h di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

J ombang; 
b . pih a k-piha k yang berkepentingan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan dan pen gan ggaran daerah. 

BAB IV 
SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN 

DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN 
KINERJA 

Bagian Kesatu 

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran 

Pasal 6 

( 1) Penyusunan dokumen perencanaan da n pen ganggar a n 
merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. 

(2) Penyusunan dokumen peren canaan strategis merupakan 
bagia n penentuan prioritas tinda kan, rencana dan target 
yang ingin dicapai. 

(3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber 
daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
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(4) Untuk m enjamin konsistensi antara perencanaan dan 
penga nggaran harus berpedoman pada dokumen strategis 
daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembanguna n J angka 
Men en gah Daerah (RPJMD) , Rencan a Strategis (RENSTRA) 
OPD, dan Ren cana Kerja (RENJA) OPD; 

(5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan 
Dokumen Pelaksanaa n Anggaran (DPA) OPD merupakan 
a lat untuk mengimplem entasikan program dan kegiatan 
yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen 
kebijakan stra tegis. 

Bagian Kedua 
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 7 

( 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan pengan ggaran 
m erupaka n bagian dari proses pengelolaan keuangan 
daerah. 

(2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 
(empat) tahapan yaitu : 

a. perencanaan; 
b. pelaksanaan dan penatausahaan; 
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; 

d. pengawasan dan evaluasi. 

Bagian Ketiga 
Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja 

Pasal 8 

(1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sislem dari 
m a najemen berbasis kinerja. 

(2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggara n berbasis 
kinerja m eliputi 4 (empat) tahap yaitu : 

a. identifikasi masalah; 

b. penyusunan strategi; 

c. penganggaran; 
d . pengukuran kinerja. 

(3) Sis tern anggaran berbasis kinerja m emperhalikan 
hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan 
keluaran ( output) dan hasil ( outcome) yan g dihara pkan dan 
m engacu pada indikator kinerja, standar biaya dan 
evaluasi. 
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BAB V 
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG 

Bagian Kesatu 
Data Terpilah 

Pasal 9 

(1) Data terpilah penting guna mengiden tifikasi masalah yang 
dirinci m enurut jenis kelamin , wilayah, status sosial 
ekonomi, dan waktu yan g dalam analisanya menggunakan 
analisis gender; 

(2) Data terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi , serta 
kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam 
berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang 
dihadapi dala m upaya mengurangi kesenjangan. 

Pasal 10 
(1) Uraian Data terpilah da pa t dikelompokkan berdasarkan 

sumber data dan jenis data: 
a. sumber data terdiri dari data primer dan data 

sekunder; 
b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data 

kualitatif. 

(2) Da ta terpilah bermanfaat: 
a. sebagai baha n untuk m enyusun kegiatan dan sub 

kegiatan yan g responsif gender; 
b . untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan 

laki-laki di berbagai bidang pembangunan; 
c . sebagai a lat untuk melakukan analisis gender 

mengetahui berbagai permasalahan isu gender serla 
untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender; 

d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan 
kebijakan, program d a n kegiatan/ sub kegiatan yan g 
r esponsif gender di berbagai bidang. 

Bagian Kedua 
Indikator Kinerja 

Pasal 11 

(1) Indikator Kinerja terdiri dari : 
a. Indikator Kinerja Input ada lah segala sesuatu yang 

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 
m en ghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk 
Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan 
lain-lain; 

b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesu atu yang 
menunjukka n upaya untuk m en gola h masukan (inpul) 
menjadi keluaran (output) 

c. Indikator Kinerja Output adalah sesuatu yang 
diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa 
fis ik maupun non fis ik; 

d . Ind ikator Kinerja Outcome adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran (Output) kegiatan 
pada ja n gka m enengah (efek la n gsung); 
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e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesualu yang terkail 
dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; 

f. Indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang 
ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap 
indikator berdasrkan asumsi yang ditetapkan. 

(2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator 
Kinerja antara lain: 
a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan 

interpretasi; 
b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif; 
c. relevan, maksudnya kinerja h arus menangani aspek

aspek objektif yang relevan; 
d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk 

menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, 
hasil, manfaat, dan dampak; 

e. Deksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan 
dan hasil kegiatan; 

f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan 
indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis 
dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga. 

Bagian Ketiga 
Langkah-langkah Penyusunan PPRG 

Pasal 12 

( 1) Penyusunan Perencanan Responsif Gender menggunakan 
Gender Analysis Pathway (GAP) adalah salah satu a lat 
analisis gender pada sebuah kebijakan/progra m /kegiatan 
yang sudah ada a tau dokumen kebijakan/ program/ 
kegiatan yang a kan disusun; 

(2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan 
penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran 
keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan 
dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil; 

(3) Langkah-langkah PPRG yaitu : 

a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan 
adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan 
perbaikan kesenjangan gender yang ada; 

b. penyusunan Gender Budget Statemen (GBS) sebagai 
dasar untuk menilai suatu kegiatan/ sub kegiatan yang 
telah mengintegrasikan h asil analisis gender untuk 
mendapatkan anggaran; 

c. penyusunan Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan 
Kerja (KAK). 

(4) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayal (3) 
tercantum dalam Lampiran yan g merupakan bagian tidak 
terpisahkan da ri Peraturan Bupati ini. 



Pasal 13 

Penyusunan Gender Analys is Pathway (GAP) sebagaimana 
dimaksud d a lam Pasal 12 ayat (1), m empunyai tahapan 
se bagai beriku t: 
a. kebijakan/program/ kegiatan yang akan dianalis is; 

b. menyajikan data pembuka wawasan; 

c. mengenali faktor kesenjanga n; 
d. menemukenali sebab kesenjangan internal; 
e . menemukenali sebab kesenjangan eksterna l; 

f. reformulasi tujuan; 

g. rencana aksi; 
h. data dasar; 

i. indikator gender. 

Pasal 14 

Dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, 
m empunyai tahapan sebagai berikut: 

a . program; 

b. kegiatan; 
c. tujuan kegiatan; 
d. indikator kinerja kegiatan; 

e . analisa situasi; 

f. rencana aksi; 

g . alokasi sumber dana; 
h. dampak/ h asil output. 

Pasal 15 

Dalam penyusunan Term Of Reference (TOR) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, komponen yang 
harus diperhatikan sebaga i berikut : 

a . latar belakang; 

b. penerima manfaat; 
c. strategi pen capaian k eluaran; 

d . waktu pen capaian keluaran; 

e. biaya yang diperlukan. 

Bagian Keempat 
Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah 

Pasal 16 

(l)Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah: 
a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal 

berupa apa, men gapa dan bagaimana pela ksanaan 
program dan kegiatan; 

b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien 
dalam pelaksanaa n program dan kegiatan; 

c. m endeteksi dini permasalahan isu gender yan g belum 
d iintegrasika n ke dalam penyusunan Rencan a Kerja 
dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD; 
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d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, 
perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan 
penyusunan Gender Budget Statement (GBS), Term Of 
Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan 
aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD; 

e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif 
gender dalam perencan aan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban, dan m engukur kemajuan
kemajuan pelaksanaan program/ kegiatan. 

(2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban 
yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan 
h asil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan 
program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya. 

(3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 17 

(1) Pembiayaan yang diperlukan penyusunan PPRG 
dibebankan pada Perangkat Daerah. 

(2) Selain pem biayaan se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat 
sepanjang sesu ai dengan ketentuan peraturan pe rundang
unda n gan yang berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapka i Jombang 

Pada ta 16 A ril 20 8 

Pjs 

Diundangkan di Jombang 
pada tanggal 16 April 20 18 

Pj. SE TARIS DAERAH 
KABU 

EKSAN GUNAJATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 11 /E 
D \ IIUKUM 0\H~KUM O\HIMPU~A.\ PERBUO\PERAT\JRAN BUPATI 2018\DPP PA\PERBUPJUK.~1S PPRG 2018 doc 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NO MOR 11 TAHUN 2018 
TANGGAL : 16 .April 2018 

A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN 

GENDER (PPRG) 

PERENCANAAN RESPONSIF 

LANG KAH-LANG KAH 
LANGKAH 1 

LANGKAH 2 

LANGKAH 3 

KEGIATAN 
1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran 

kebijakan, program/ kegiatan/sub k egiatan yang ada 
2. Pilih kebijakan/ program/ kegiatan/ p embangunan 

yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang 
al<:an dibuat (baru) dengan cara: 
a. Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis 

apakah di tingkat kebijakan, program, atau 
k egia tan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis 
bisa men cakup kebijakan itu sendiri, dan/ a tau 
rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau 
lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan 

b. Periksa rumusan tujuan 
kebijakan / program/ k egiatan. 

c. Apakah responsif terhadap 1su gender , 
Kebijakan / program/kegiatan yang netral 
dan / atau tidak bermaksud diskriminatif terh adap 
oeremouan dan lal<:i-laki . 

1. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin 
sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah 
ada kesenjangan gender (data yang kualita tif 
maupun kuantitatiD ; 

2. Data p embuka wawasan bisa berupa data statistik 
yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun 
dari base line survey dan/atau hasil Focus Group 
Discusion (FGD), clan /atau review pustaka dan/ atau 
hasil kajian dan /atau hasil pen gamatan dan/ atau 
h asil intervensi kebijakan/program.kegiatan atau 
dapat pula menggunakan hasil monitoring dan 
evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut. 

1. Identifikasi faktor-falctor kesenjangan berdasarkan 
akses, partis ipasi, kontrol, dan manfaat; 

2. Temu kenali 1su gender diproses p erencanaan 
kebijakan/program/kegiatan dengan menganalis is 
data p embuka wawasan dengan m elihat 4 (empat) 
faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi , kontrol, 
dan manfaat. 

3. Akses, yaitu identifikasi apakah 
kebijakan/ program pembangunan telah 
m emberikan ruang dapembanguna n te la h 
m emberikan ruang dan kesempatan yang adil 
bagi per empu an dan laki-laki; 

4 . Partisipasi, yaitu identifikasi apaka h 
kebijaka n atau program pembangunan 
melibatkan secara adil bagi perempuan dan 
laki-laki dalam m enyuarakan kebutuhan, 
kendala, termasuk dalam pengam bilan 
keputusan; 



LANGKAH 4 

LANGKAH 5 

LANGKAH 6 

LANGKAH 7 

LANGKAH 8 

LANGKAH 9 
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5. kontrol, yaitu identifikasi apakah 
kebijakan/ program memberikan kesempatan 
penguasaan yang sama kepada perempuan 
dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya 
pembangunan; 

6. manfaat, yaitu identifikasi apakah 
kebijakan/ program memberikan manfaat yang 
adil bagi perempu an dan laki-laki. 

1. Temu ken ali sebab kesenjangan di in ternal 
lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan 
terjadinya isu gender; 

2. Temu kenali isu gender yang internal lembaga 
dan/ a tau bud a ya organ1sas1 yang dapat 
m enyebabkan terjad inya isu gender. Misalnya 
produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang 
gender yang masih lemahdari para pengambil 
keputusan, perencana, staf, dan yan g lainnya 
dan political will atau pengambil kelersediaan 
data, belum optima lnya koordinasi lintas sektor, 
belum optimalnya koordinasi lintas b idang atau 
sektor, belum optimalnya advokasi atau 
sosialisasi. 

Temu kenali sebab kesenjangandi eksternal 
lembaga pada proses pelaksanaan program dan 
kegiatan atau sub kegiatan yaitu: 
a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan 

program sudah atau belum peka terh adap isu 
gender pada masyarakat yang menjadi target 
program; 

b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi 
sasaran program (target group) yang belum 
kondu sif m isalnya budaya patriaki dan 
stereotype laki-laki selalu dianggap sebagai 
kepala keluarga dan pekerjaan tertentu 
d ia n ggap sebagai pekerjaan laki-laki atau 
perempuan. 

Reformu lasikan tujuan kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. 
Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat 
menaiamkan dan membuat lebih fokus. 
Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan 
kegia tan pembangunan menja di responsif gender. 
Tidak perlu m embuat tujuan baru , hanya bersifat 
menaiamkan dan mem buat leb ih fokus . 
Susun rencana aksi dan sasarannya dengan 
merujuk isu gender yang telah diidenlifikasi dan 
merupakan rencana kegiala n untuk mengat.asi 
kesenjangan gender. 
Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih 
un tuk mengukur kemajuan pelaksan aan 
kebijakan/program/kegiatan, Data dasar tersebut 
dapat diambil dari data pembuka wawasan yang 
menunjang capa1an kerja 
kebijakan/orogram/kegiatan. 



LANGKAH 9 
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Tetapkan indikator gender yang merupakan 
ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk: 
a . Memperlihatkan apakah kesenjangan gender 

telah teratasi atau h ilang atau berkurang; 
b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan 

perilaku atau nilai pada para perencana 
kebijakan/program/kegiatan dan internal 
lembaga; atau 

c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan 
relasi gender di dalam rumah tangga atau 
masyaraka t. 

B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT 

(GBS) 

KOMPONEN 

Program 

Kegiatan 

Tujuan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Analisis Situasi 

URAIAN 

Nama Program OPD (sesuai dengan Renstra) 

Nama Kegiatan OPD (sesuai dengan Renja OPD) 

Tujuan Kegiatan 

Renstra/ Renja OPD 

Langkah 1 GAP) 

harus sesua1 dengan 

(Tujuan yang ada pada 

Indikator Kinerja Kegiatan diambil dari indikator 

kinerja yang ada pada Renja/ Renstra OPD 

Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi 

dalam masyarakat atau yang berkenan dengan 

adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan 

dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan 

analisis situasi dapat mengambil h asil analisis 

situasi gender Langkah 2,3,4 dan 5 pada GAP, dan 

hasil analisis situasi 1m berisikan gambaran 

kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan 

manfaat antara perempuan dan laki-laki, sebagai 

upaya perbaikan, maka pada analidsa situasi dapal 

dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada 

GAP. 
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Rencana Aksi Langkah Nama kegiatan yang diambil pada langkah 
7 GAP yang dirinci 7 GAP 
mcnjadi Sub Kegiatan Sub Kegiatan 1 Uraian m en genai tahapan 
Kegialan/ Tahapan / Sub p elaksanaan pencapaian 
Kegialan Kegiatan output 

Sub Kegiatan 2 Uraian men genai tahapan 
p elaksanaan pencapaian 
ou tput 

Sub Kegiatan 3 Uraian mengenai tahapan 
pelaksanaan pencapaian 
output 

Sub Kegiatan 4 Uraian mengen ai tahapan 
pelaksanaan pencapaian 
outpul 

Sub Kegiatan 5 Uraian m engen ai taha[an 
pelaksanaan pencapaian 
output 

Output Output kegiatan yang 
dirumuskan dengan 
mengambil langkah 9 
GAP, dihubungkan 
dengan barang dan 
jasa/ pelayanan yang 
dihasilkan dari kegiatan 
SKPD 

KOM PONEN URAlAN 

Alokasi Sumber Daya Anggaran Jumlah anggaran yang diperlukan 
untuk pencapaian output kegia tan 

SOM -

Peralatan -
dan Mesin 

Dampak/ Hasil Output Dampak/ hasil dari output kegiatan yang dihasilkan 
Kegiatan untuk pencapaian output program SKPD dan 

diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta 
memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan. 

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN TERM OF REFERENCE ( TOR) 
Program Diisi Nama Program 

Sasaran program Apakah yang m enia di tuiuan program 
Kegiatan Diisi nama k egiatan 

Dasar Hukum Dasar hukum terkait program kegiatan 
Latar Belakang Gambaran Hukum Gambaran s ituasi umum daerah yang 

relevan dengan kegiatan 
U raian Kegiatan Rincian kegiatan atau aktifitas 

Kegialan Indikator Kinerj a Indikalor untuk menilai s ebuah 
kegiatan 

Batasan Kegiatan -

Maksud dan Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah 
kegiatan 



Tern at Pelaksanaan Ke iatan 
Pelaksana dan Penanggung Jawab 
Kegiatan 

Jadwal 
Biaya 
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Pihak/ aparat yang menjadi pelaksana 
yang bertanggung jawab atas 

elaksanaan ke · atan 

Kebutuhan dan rincian biaya untuk 
pelaksanaan kegiatan 

SETIAJIT 
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